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Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasar-
kan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tan-
pa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan.

Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme-
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme-
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-
Nya Modul Best Practice Penyusunan Perencanaan Legislasi telah terselesaikan.
Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami

salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul Best Pratice merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan
tacit yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian
dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber
— sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan
atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan
Modul Best Practices dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan
materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks
pengembangan kompetensi yang terintegrasi (Corporate University) dengan

pengembangan Karir.

Modul Best Practice pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna
memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam
pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima
kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian
modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas

publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya

Penyusunan




dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas
kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam
rangka penyusunan Modul Best Practice berjudul Penyusunan Perencanaan

Legislasi.

Modul Best Practice Penyusunan Perencanaan Legislasi sebagai sumber
pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap
keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham.
Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabadian
aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi.
Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah
organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik
melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham

Corporate University (CorpU).

Demikian Modul Best Practice Penyusunan Perencanaan Legislasi disusun,
dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi
bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia.

Depok, 19 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan Diklat

Teknis dan K mimpinan,

W

—
Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana termaktub pada
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembangunan dalam bidang hukum merupakan suatu keharusan bagi negara
hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
Untuk itu, pembangunan hukum harus dilakukan secara terencana, terpadu dan
berkelanjutan dalam kerangka sistem hukum nasional, meliputi: substansi hukum,

kelembagaan hukum, budaya hukum, dan sarana/prasarana hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian
pembagunan atau penataan substansi hukum. Pembentukan peraturan
perundang-undangan harus dilaksanakan dengan metode yang pasti, baku dan
standar sebagaiman yang diatur dalam undang-undang. Saat ini, pembentukan
peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011)
sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pembentukan peraturan
perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang
mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, dan pengundangan. Dalam artian, Tahapan pembuatan peraturan
perundang-undangan menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan

dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik.
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Pelajaran berharga yang diperoleh dari pembentukan peraturan perundang-
undangan selama ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam aspek perencanaan
dapat menjadi salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap tersendatnya
pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam
perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) pembentukan legislasi nasional. Upaya perbaikan dan
pembenahan perencanaan undang-undang terus dilakukan dan menjadi tanggung
jawab bersama antara DPR dan Pemerintah, sehingga penyusunan Prolegnas
dapat mewujudkan sasaran politik hukum nasional dalam memenuhi kebutuhan

hukum masyarakat dan kepentingan nasional.

Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan Program Legislasi
Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan
program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu,
dan sistematis. Sebagai instrumen perencanaan, Prolegnas memuat daftar RUU
yang mencerminkan materi hukum (legal substance) yang akan diatur, baik
program legislasi nasional jangka menegah maupun prioritas tahunan. Oleh
karena itu, Prolegnas harus menjadi pintu pertama untuk mewujudkan produk
hukum yang berorientasi ke depan (forward looking), yang mempunyai daya laku
dan daya guna. Penyusunan Prolegnas tentu tidak berdiri sendiri akan tetapi
harus didasarkan pada sasaran politik hukum nasional yang dirumuskan untuk
mencapai tujuan negara seperti yang dimuat dalam Pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 21 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 mengamanatkan kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam hal
ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menjadi koordinator dalam
penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah. Pengaturan lebih teknis diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
UU No. 12 Tahun 2011 (Perpres No. 87 Tahun 2014). Menteri menyiapkan

rancangan awal Prolegnas jangka menengah di lingkungan Pemerintah sebagai
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penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan
nasional, kebijakan umum, dan program prioritas Presiden jangka menengah

(Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 87 Tahun 2014).

Dalam pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), Perencanaan penyusunan
PP dilakukan dalam suatu program penyusunan PP (Pasal 24). Perencanaan
penyusunan PP tersebut memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan
Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya
dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (Pasal 25). Perencanaan
penyusunan PP dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal
26). Untuk perencanaan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) dilakukan
dalam suatu program penyusunan Perpres. Ketentuan mengenai perencanaan
penyusunan PP berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan

penyusunan Perpres (Pasal 31).

Untuk perencanaan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan
dalam program legislasi daerah (Prolegda). Penyusunan Prolegda Provinsi di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan
dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait sedangkan penyusunan Prolegda
Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD
Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal 36). Ketentuan mengenai
perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis
mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
(Pasal 40)

B. TUJUAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PUU).

1. Memberikan gambaran kebutuhan/skala prioritas pembentukan

PUU;
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Memberikan gambaran substansi/materi yang akan diatur dalam

pembentukan PUU;
Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;

Memberikan acuan kebutuhan waktu dan sumber daya.

LANDASAN IDEOLOGI

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

LANDASAN HUKUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-

undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019

a. Perencanaan Undang-Undang
Pasal 16 — Pasal 23, serta Pasal 71A
b. Perencanaan Peraturan Pemerintah
Pasal 24 — Pasal 29
C. Perencanaan Peraturan Presiden
Pasal 30 — Pasal 31
d. Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi
Pasal 32 — Pasal 38
e. Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 39 — Pasal 41
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f. Perencanaan Peraturan Perundang-undangan lainnya
Pasal 42.

3. Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
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BAB I
PERENCANAAN PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan
bernegara. Pembangunan nasional tersebut mencakup berbagai aspek, unsur
dan sektor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang
menjadi perhatian dalam pembangunan nasional adalah pembangunan sektor

hukum atau lazim disebut sebagai pembangunan hukum nasional.

Pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional,
pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan
bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan
pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang
identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang
luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi
hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan
pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Unsur-unsur
tersebut saling mempengaruhi sehingga pembangunan hukum harus dilakukan

secara simultan, sinkron,dan terpadu.’

Pembangunan materi hukum berupa Peraturan Perundang- undangan
ditujukan untuk pembaruan peraturan perundang-undangan dalam mendukung
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional
yang bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pembangunan materi hukum

1 Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2014, (Jakarta: Badan Pembinaan
Hukum Nasional, 2014), him. 1.
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tersebut merujuk pada Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) yang mengatur tahapan
pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Menurut Profesor Widjojo Nitisastro, perencanaan pada asasnya berkisar
pada dua hal, pertama adalah penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan
konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang
dimiliki masyarakat bersangkutan, dan yang kedua adalah pemilihan diantara cara-

cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut?.

Dalam perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
instrumen perencanaan program pembentukan PUU disusun secara terencana,
terpadu, dan sistematis. Instrumen hukum yang digunakan adalah Program Legislasi
Nasional, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, Program Penyusunan
Peraturan Presiden, Program Legislasi Daerah/Program Pembentukan Peraturan

Daerah, dan Program Perencanaan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

A. KONSEPSI PERENCANAAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
(PROLEGNAS)

1. Pengertian Prolegnas

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. (Pasal 1 angka 9 UU
No. 12 Tahun 2011). Yang dimaksud dengan terencana yaitu penyusunan
Prolegnas merupakan usaha yang sengaja dilakukan untuk menyusun skala
prioritas pembentukan undang-undang bagi pemenuhan kebutuhan hukum
masyarakat dan kepentingan negara. Yang dimaksud dengan terpadu yaitu
penyusunan Prolegnas dilakukan secara terkoordinasi, baik di internal

lingkungan Pemerintah dan DPR maupun antara Pemerintah dan DPR.

2 Mustopadidjaja AR, Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025
(Jakarta: LP3ES, 2012), hlm.3
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Yang dimaksud dengan sistematis yaitu penyusunan Prolegnas dilakukan

dengan parameter dan metode tertentu.

2.  Substansi/isi Program Legislasi Nasional

Dalam Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Prolegnas
memuat Program pembentukan Undang-Undang dengan judul RUU, materi
yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan
lainnya yang merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan

Undang-Undang yang meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan,;
b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
c. jangkauan dan arah pengaturan.

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya
penyusunan RUU dan tujuan penyusunan RUU memuat alasan pembentukan
RUU sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sasaran yang ingin
diwujudkan memuat sesuatu yang ingin dicapai dengan pengaturan tersebut
sedangkan jangkauan dan arah pengaturan memuat subyek dan obyek
dalam pengaturan tersebut serta cara untuk mencapai/mewujudkan sasaran

pengaturan tersebut.

Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan penyusunan daftar

Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:

a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
C. perintah Undang-Undang lainnya;
d. sistem perencanaan pembangunan nasional;

e. rencana pembangunan jangka panjang nasional,
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f. rencana pembangunan jangka menengah;
g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Selain memperhatikan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut,
penyusunan Prolegnas juga harus memperhatikan syarat/kesiapan teknis
untuk dapat dimasukkan dalam Prolegnas Jangka Menengah atau Prioritas
Tahunan. Dalam penyusunan Prolegnas Jangka Menengah diperlukan
kesiapan teknis yaitu tersedianya konsepsi RUU yang telah melalui
hasil penelitian, pengkajian atau Naskah Akademik, sedangkan dalam
penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan diperlukan adanya kesiapan teknis

yaitu tersedianya:
1. naskah akademik;dan
2. rancangan undang-undang

Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan di lingkungan pemerintah
didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2011 jo Perpres 87 Tahun 2014 diperlukan

adanya kesiapan teknis yaitu tersedianya:

1. naskah akademik;

2. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri;
3. rancangan undang-undang;

4. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antar

kementerian dan/atau antar non kementerian dari Pemrakarsa; dan

5. surat keterangan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
3. Kelembagaan Penyusunan Prolegnas
Perencanaan penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang hukum (Pasal 21 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011). Dalam
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menyiapkan penyusunan prolegnas, Menteri berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sesuai dengan kewenangannya
(Pasal 11 Perpres 87 Tahun 2014).

Penyusunan prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal 21 ayat
(2) UU No. 12 Tahun 2011). Penyusunan prolegnas di lingkungan DPD

dikoordinasikan oleh panitia perancang undang-undang.

4.  Mekanisme Penyusunan Program Legislasi Nasional di
Lingkungan Pemerintah

a. Penyiapan Konsep Prolegnas
1)  Inventarisasi

Tahap awal penyusunan Prolegnas di lingkungan
Pemerintah adalah inventarisasi kebutuhan hukum
Berdasarkan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011. Kementerian
Hukum dan HAM Cqg BPHN melakukan Inventarisasi
kebutuhan Prolegnas Jangka Menengah melalui 3 (tiga)

sumber, yaitu:

a) RUU yang berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden,
dan/atau DPD, disampaikan kepada DPR berikutnya
(RUU Carry Over)

b)  Hasil evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah
masa keanggotaan DPR sebelumnya (sisa dari

Prolegnas Jangka Menengah sebelumnya yang
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2)

belum selesai dibahas);

c) Usulan RUU dari kementerian/lembaga pemerintah

non kementerian (LPNK);

d) Hasil Pemantauan dan Peninjauan (Pasal 95A ayat
(4))
e) Usulan RUU dari aspirasi masyarakat.

Tim Pengarah

Sesuai dengan Pasal 11 Perpres 87 Tahun 2014, hasil
inventarisasi yang telah dilakukan oleh Tim BPHN
disampaikan kepada 5 (lima) kementerian untuk
mendapatkan tanggapan sesuai dengan kewenangannya

masing-masing sebagai berikut:

a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
memberi tanggapan berkaitan dengan proses

harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;

b)  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunaan Nasional
memberi tanggapan berkaitan dengan arah dan
kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah;

c) Sekretariat Negara memberi tanggapan berkaitan
dengan arah kebijakan Presiden serta dukungan

teknis terkait penyiapan izin prakarsa;

d) Kementerian Dalam Negeri memberi tanggapan

berkaitan dengan kebutuhan hukum daerah dan



dampak atas pembentukan peraturan terhadap

daerah; dan

e) Kementerian Keuangan memberi tanggapan
berkaitan dengan kesiapan pembiayaan atau
penganggaran  penyusunan  peraturan  serta

dampaknya terhadap beban keuangan negara.
3) Partisipasi Masyarakat

Tim BPHN mengadakan diskusi publik untuk mendapatkan
masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan
baik secara tertulis maupun tidak tertulis, khususnya
mengenai mekanisme penyusunan Prolegnas serta

konsep daftar Prolegnas Jangka Menengah.

Masukan dari masyarakat berupa usulan penambahan/
pengurangan judul RUU maupun penambahan/
perubahan terhadap materi muatan yang akan diatur oleh
RUU tersebut. Usulan dilengkapi dengan alasan atau
pertimbangannya dan RUU yang dapat dijadikan prioritas
tahunan. Hasil masukan dan tanggapan dari masyarakat
kemudian dirumuskan menjadi daftar RUU yang akan

dimasukkan dalam rancangan awal prolegnas.
b. Tanggapan K/L terhadap Rancangan Awal Prolegnas

Daftar RUU dalam rancangan awal Prolegnas dibahas dalam
Rapat Antarkementerian (RAK) untuk mendapatkan tanggapan dari

Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Nonkementerian.

Dalam RAK, Kementerian/LPNK dapat mengusulkan daftar RUU
yang berasal dari Prolegnas jangka menengah untuk masuk dalam
Prolegnas Prioritas Tahunan. Dalam memberikan usulan tersebut,

Kementerian/LPNK melampirkan dokumen kesiapan teknis.
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Untuk menyatukan serta menyimpulkan hasil dari proses
penyiapan dan tanggapan dari Kementerian/LPNK tersebut, Tim
Internal BPHN melakukan pemantapan akhir melalui konsinyasi. Dalam
Konsinyasi tersebut, dilakukan telaah atas masukan dan tanggapan
yang masuk tersebut, termasuk persyaratan teknis sehingga diperoleh

Rancangan Awal Prolegnas.

c. Pembahasan dan Persetujuan Prolegnas di lingkungan

pemerintah

Rancangan Awal Prolegnas dilakukan pembahasan dalam
Rapat Pembahasan Tahunan (RPT). Dalam RPT dibahas mengenai
urgensi RUU dan serta kesiapan K/L selaku Pemrakarsa. Dalam RPT
tersebut akan disepakati Rancangan Prolegnas. Daftar Prolegnas hasil
RPT disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk kemudian
dilaporkan kepada Presiden agar ditetapkan menjadi Daftar Prolegnas

Usulan Pemerintah.

5.  Mekanisme Pelaksanaan Penyusunan Program Legislasi
Nasional oleh DPR, DPD, dan Pemerintah

Tahap penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah
adalah tahap akhir dalam proses Penyusunan Program Legislasi Nasional
yang terdiri dari penyusunan daftar RUU dan penetapan Prolegnas. Tahap ini
dikoordinasikan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagaimana tercantum
dalam Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2011.

a. Penyusunan Daftar RUU

Pada tahap ini, penyusunan daftar RUU dilakukan dengan
pembahasan usul judul RUU, materi yang diatur, dan keterkaitannya
dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik dari DPR, DPD,

dan Pemerintah.
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Penyusunan Daftar RUU dilakukan dalam forum panitia kerja
Badan Legislasi DPR selaku koordinator sekaligus wakil DPR,
Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah dan dengan turut
mengundang Kementerian/LPNK sebagai Pemrakarsa sedangkan

DPD diwakili oleh Panitia Perancangan Undang-Undang DPD.
Penetapan Prolegnas

Daftar RUU hasil pembahasan antara DPR, Pemerintah dan DPD
yang telah disepakati ditetapkan sebagai Prolegnas Jangka Menengah
dan Prioritas tahunan dalam rapat Paripurna DPR. Penetapan
Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan
DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Prolegnas
jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan

dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.

Penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan
Prolegnasjangka menengahdilakukan setiap tahun sebelum penetapan
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dimuat daftar kumulatif

terbuka yang terdiri atas:

1)  Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu;
2) Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi;

3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4)  Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi

dan/atau Kabupaten/Kota; dan

5) Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang.
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Dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Daftar Kumulatif
Terbuka terkait Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu dan
Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/
atau Kabupaten/Kota, Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan

permohonan izin prakarsa kepada Presiden.

Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan
mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang, yang

meliputi:

1)  urgensi dan tujuan penyusunan;

2)  sasaran yang ingin diwujudkan;

3) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

4)  jangkauan serta arah pengaturan.

6. Penyusunan RUU di luar Prolegnas
Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU

di luar Prolegnas mencakup:

a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana

alam.

b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional
atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan
DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (Pasal 23
ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011)

Dalam hal RUU di luar Prolegnas diusulkan oleh Pemerintah,
penyusunan RUU dilakukan setelah mendapatkan Izin Prakarsa dari
Presiden. Izin Prakarsa dapat diperoleh setelah Pemrakarsa mengajukan
permohonan ke Presiden atau berdasarkan perintah/arahan langsung

Presiden dalam Rapat Sidang Kabinet.
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B. PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Prolegnas telah melalui 3 (tiga) dekade, dan kini masuk pada dekade ke-4
(empat). Pada dekade pertama, Capaian Prolegnas Jangka Menengah Tahun
2005-2009 dan Prioritas tahunan dimana dari 284 (Dua Ratus Delapan Puluh
Empat) RUU Prolegnas 2015-2019, telah disahkan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)
RUU (36,8%) menjadi Undang-Undang. Pada dekade kedua, Capaian Prolegnas
Jangka Menengah Tahun 2010-2014 dan Prioritas tahunan dimana dari 261 (Dua
Ratus Enam Puluh Satu) RUU Prolegnas 2010-2014, telah disahkan sebanyak 69
RUU (37,8%) menjadi Undang-Undang. Kemudian pada dekade ketiga, capaian
Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Prioritas tahunan dimana dari
189 (Seratus Delapan Puluh Sembilan) RUU Prolegnas 2015-2019, telah disahkan
sebanyak 35 RUU (18%) menjadi Undang-Undang.

Dari data diatas, persentase Capaian Prolegnas Prioritas rata-rata sebesar
32,5% per tahun. Namun, jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas tidak bersifat
kumulatif, karena dimungkinkan satu RUU dapat masuk dalam Prolegnas Prioritas
lebih dari satu kali. Hal tersebut dikarenakan belum selesainya pembahasan RUU

tersebut dalam tahun berjalan.

C. KONSEPSI PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN
PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN
1. Pengertian

a. Program Penyusunan Peraturan Pemerintah yang selanjutnya
disebut Progsun PP adalah instrumen perencanaan program
pembentukan Peraturan Pemerintah yang disusun secara

terencana, terpadu, dan sistematis.

b. Program Penyusunan Peraturan Presiden yang selanjutnya
disebut Progsun Perpres adalah instrumen perencanaan

program pembentukan Peraturan Presiden yang disusun secara
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2. Substansi/isi Progsun PP dan Progsun Perpres
Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 31 UU No. 12 Tahun 2011
menyatakan Program penyusunan PP/Perpres memuat judul RPP/RPerpres

dan pokok materi muatan.
a. Judul RPP/RPerpres

Judul RPP dalam Progsun PP disusun berdasarkan
pendelegasian dari Undang-Undang untuk diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah atau untuk menjalankan Undang-Undang

sebagaimana mestinya.

Judul RPerpres dalam Progsun Perpres disusun berdasarkan
pendelegasian dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah
untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden serta untuk
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Pendelegasian
kewenangan dari UU untuk diatur lebih lanjut dalam PP atau Perpres
harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi yang diatur dalam

PP atau Perpres.
b. Pokok materi muatan

Materi muatan yang akan diatur dalam PP berisi materi untuk
menjalankan UU sebagaimana mestinya, yang dimaksud dengan
menjalankan UU sebagaimana mestinya adalah melaksanakan perintah
UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak
menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan.
Dengan demikian dalam Progsun PP tidak dimungkinkan terdapat

RPP yang disusun tanpa ada delegasi dari UU (PP nondelegasi)

Materi muatan Perpres berisi 1) materi yang diperintahkan
oleh UU; 2) materi untuk melaksanakan PP; atau 3) materi untuk
melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Perintah

pembentukan Perpres untuk menyelenggarakan pengaturan lebih
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lanjut dari UU atau PP dapat berupa perintah secara tegas maupun
tidak tegas sehingga dalam Progsun Perpres dimungkinkan terdapat
RPerpres yang disusun tanpa delegasi dari UU atau PP (Perpres
nondelegasi) apabila penyusunannya untuk penyelenggaraan

kekuasaan pemerintahan.

Materi muatan  Peraturan Presiden dalam rangka
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan memberikan keleluasaan
bagi seorang Presiden untuk mengeluarkan regulasi yang menjamin
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berjalan lebih baik.
Peraturan Presiden untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
walaupun tidak dilakukan berdasarkan delegasi namun tetap tidak

boleh bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi.

Pendelegasian kewenangan dari UU untuk diatur lebih lanjut
dalam PP atau Perpres harus menyebut ruang lingkup materi
yang diatur dalam PP atau Perpres. Materi muatan yang berasal
dari pendelegasian PUU lebih tinggi tersebut akan dicantumkan
sebagai pokok materi muatan dalam Progsun PP/Perpres. Dalam
hal penyusunan Perpres dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan maka pokok materi muatan yang dicantumkan dalam

Progsun Perpres harus sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.

3. Kelembagaan Penyusunan Progsun PP dan Progsun Perpres

Perencanaan penyusunan PP dan Perpres dikoordinasikan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(Pasal 26 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011)

Pengusulan RPP dan RPerpres berasal dari kementerian dan/atau
LPNK sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 27 UU No. 12 Tahun 2011).
Lembaga selain kementerian/LPNK dapat melakukan pengusulan RPP/
RPerpres dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Kementerian/

LPNK yang terkait dengan urusan yang akan diatur. Sebagai contoh,
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Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang merupakan lembaga selain
kementerian/LPNK harus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan

ketika akan melakukan pengusulan RPerpres.

4.  Mekanisme Penyusunan Progsun PP dan Progsun Perpres

a. Penyiapan konsep Progsun PP dan Perpres

BPHN menyiapkan perencanaan Program Penyusunan PP dan
Perpres yang memuat daftar judul dan pokok materi muatan
berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang.
(Pasal 27 Perpres No. 87 Tahun 2014)

b. Tanggapan dari Kementerian/LPNK

BPHN menyampaikan daftar perencanaan Program Penyusunan
PP dan Perpres kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah
NonKementerian untuk mendapatkan tanggapan. Tanggapan
atau masukan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah
NonKementerian dapat berupa penambahan atau pengurangan
terhadap daftar judul dalam Rancangan Program Penyusunan
PP dan Perpres disertai dengan alasan atau pertimbangannya.
Selain penambahan atau pengurangan terhadap daftar judul,
Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian melakukan
penyempurnaan terhadap materi muatan RPP dan Rperpres
yang tercantum dalam Rancangan Program Penyusunan PP
dan Perpres sesuai dengan kewenangan prakarsanya. (Pasal
28 Perpres No. 87 Tahun 2014)

C. Pembahasan Progsun PP/Perpres

BPHN menyelenggarakan rapat koordinasi antar Kementerian
dan/atau antar nonkementerian untuk membahas Rancangan
Program Penyusunan PP dan Perpres. (Pasal 29 Perpres No.
87 Tahun 2014)
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Rapat koordinasi pembahasan Rancangan Program Penyusunan
PP dan Perpres, BPHN serta Kementerian/Lembaga Pemerintah
NonKementerian membahas tingkat urgensi RPP dan Rperpres
dimaksud untuk dimasukan dalam Program Penyusunan PP
Dan Perpres. Koordinasi dilakukan dalam pertemuan dengan
biro hukum atau unit di kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasi

pembentukan peraturan perundang-undangan.

RPP dan Rperpres dalam Program Penyusunan PP dan Perpres
yang belum selesai pembahasan pada tahun sebelumnya tidak
secara otomatis diluncurkan ke program penyusunan tahun
berikutnya tetapi dipertimbangkan tingkat urgensi dan keseriusan

pemrakarsa untuk dapat menyelesaikannya.

Pembahasan Program Penyusunan PP dan Perpres juga
mempertimbangkan kebijakan simplifikasi penyusunan RPP
dan Rperpres yaitu beberapa delegasi pengaturan yang dapat
digabungkan menjadi satu usulan RPP atau RPerpres lebih
diutamakan dibandingkan setiap delegasi pengaturan diatur
dalam RPP atau RPerpres tersendiri. Kebijakan simplifikasi
atau penyederhanaan regulasi tersebut untuk meminimalisasi
kuantitas peraturan tanpa mengurangi materi muatan yang harus

diatur dalam suatu peraturan peraturan perundang-undangan.

Hasil yang telah disepakati dalam rapat koordinasi disampaikan
kepada tim pengarah untuk pemantapan Rancangan Program
Penyusunan PP dan Perpres. Dalam tim pengarah tersebut
dibahas kebijakan-kebijakan strategis terkait perencanaan
pembentukan peraturan perundang-undangan yang belum
dapat disepakati dalam rapat koordinasi antar Kementerian dan/

atau antar nonkementerian.
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d. Penetapan Progsun PP dan Perpres

Hasil rapat koordinasi antar Kementerian dan/atau antar
nonkementerian tentang Rancangan Program Penyusunan
PP dan Perpres yang telah final disampaikan kepada Menteri
Hukum dan HAM untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 maka ditetapkan Keputusan Presiden tentang Program
Penyusunan Peraturan Pemerintah. Program Penyusunan PP
dan Program Penyusunan Perpres ditetapkan untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

5.  Penyusunan RPP/RPerpres di luar Progsun PP/Perpres
Dalam keadaan tertentu, Kementerian atau LPNK dapat mengajukan

RPP/RPerpres di luar perencanaan penyusunan PP/Perpres:

a. Berdasarkan kebutuhan Undang-Undang;

b. Untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung.
(Pasal 28 UU No.12 Tahun 2011)

Penyusunan RPP/RPerpres di luar penyusunan PP/Perpres dilakukan
setelah mendapatkan Izin Prakarsa dari Presiden. Izin Prakarsa dapat
diperoleh setelah Pemrakarsa mengajukan permohonan ke Presiden atau
berdasarkan perintah/arahan langsung Presiden dalam Rapat Sidang
Kabinet.

D. PELAKSANAAN PROGRAM PENYUSUNAN PP DAN PERPRES
TAHUN 2014 -2020.

Pelaksanaan Program Penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres
dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden. Tahun 2014 telah ditetapkan
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan

Peraturan Pemerintah Proiritas Tahun 2014 yang tercantum 80 RPP dan Keputusan
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Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden
Prioritas Tahun 2014 yang tercantum 22 RPerpres. Berdasarkan daftar tersebut

telah ditetapkan 18 PP dan 11 Perpres.

Tahun 2015 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015
tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah yang berisi 151 RPP usulan
baru tahun 2015 dan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Program
Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015 yang berisi 92 RPerpres. Dari data

tersebut telah ditetapkan 19 PP dan 14 Perpres.

Tahun 2016 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2016
tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 yang berisi 196
RPP dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan
Peraturan Presiden Tahun 2016 yang berisi 91 RPerpres. Dari daftar tersebut telah
ditetapkan 35 PP dan 2 RPerpres.

Tahun 2017 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017
tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017yang berisi 89
RPP usulan baru dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Program
Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2017 yang berisi 54 RPerpres. Dari daftar

tersebut telah ditetapkan sebanyak 3 PP dan 4 Perpres.

Tahun 2018 telah ditetapan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018
tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 yang tercantum
43 RPP usulan baru dan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2018 yang tercantum 30 judul

RPerpres. Dari daftar tersebut telah ditetapkan 3 PP dan 2 Perpres.

Pada tahun 2019 ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2019
tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019 yang berisi 33
RPP dalam dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Program
Penyusunan Perpres tahun 2019 yang berisi 28 RPerpres. Dari daftar tersebut

telah ditetapkan 4 PP dan 2 Perpres.
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Pada tahun 2020 ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020

tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 yang berisi 29

RPP dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan

Perpres tahun 2020 yang berisi 28 RPerpres.

E.

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROLEGDA)
1. Pengertian Prolegda

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana,

terpadu, dan sistematis.

Unsur Terencana memiliki arti bahwa penyusunan Prolegda dilakukan
secara sengaja untuk menyusun skala prioritas pembentukan Peraturan
Daerah. Oleh karenanya, setiap pihak yang terlibat perlu melakukan
persiapan yang matang dan cermat. Unsur Terpadu memiliki arti bahwa
penyusunan Prolegda harus dilaksanakan secara terkoordinasi yang baik
antara Pemerintah Daerah dan DPRD, dan Pemerintah Daerah dapat
melibatkan instansi vertikal lain yang terkait dalam kegiatan penyusunan
Prolegda. Unsur Sistematis memiliki arti bahwa penyusunan Prolegda harus

mendasarkan pada metode dan parameter tertentu.

2.  Substansi/isi Program Legislasi Daerah

Prolegda memuat Program pembentukan Perda dengan judul Perda,
materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-
undangan lainnya yang merupakan keterangan mengenai konsepsi

Rancangan Perda yang meliputi:
a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

b.  sasaran yang ingin diwujudkan;
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C. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
d. jangkauan dan arah pengaturan.
(Pasal 33 UU No. 12 Tahun 2011)

Latar belakang dan tujuan penyusunan memuat pemikiran dan
alasan-alasan perlunya penyusunan Ranperda. Tujuan Penyusunan
Ranperda merupakan alasan pembentukan Ranperda sebagai dasar hukum
penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat. Sasaran yang ingin diwujudkan memuat
sesuatuyangingindicapaidengan pengaturantersebutsedangkanJangkauan
dan arah pengaturan memuat subyek dan obyek dalam pengaturan tersebut

serta cara untuk mencapai/mewujudkan sasaran pengaturan tersebut.

3. Kelembagaan Penyusunan Prolegda

Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi
dikoordinasikan oleh Balegda, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No.
12 Tahun 2011. Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan
instansi vertikal terkait (Pasal 36 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011). Dalam hal
ini instansi vertikal yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 35
ayat (3) Perpres No. 87 Tahun 2014, yaitu

a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:

1)  kewenangan;

2) materi muatan; atau

3)  kebutuhan.

Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM, sebagai instansi vertikal

berperan secara kelembagaan dalam fasilitasi pembentukan Prolegda demi
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terwujudnya peraturan perundang-undangan yang baik dan berfungsi secara

efektif di masyarakat dalam rangka sistem hukum nasional.

4.  Mekanisme penyusunan Prolegda

a.

Inventarisasi

Inventarisasi usulan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penyusunan

Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

dikoordinasikan oleh biro hukum.

Gubernur memerintahkan kepada pimpinan satuan Kkerja
perangkat daerah (SKPD) untuk mengusulkan rancangan
Perda yang akan dimasukkan ke dalam Prolegda di lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi.

SKPD Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya menyampaikan
usulan rancangan Perda yang akan dimasukkan ke dalam
Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada biro

hukum.

SKPD menggunakan matriks usulan Prolegda yang berisi nomor,
judul rancangan Perda, materi yang diatur, status rancangan
Perda, keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Dalam hal SKPD telah menyusun Naskah Akademik, Penjelasan
dan/atau Keterangan Rancangan Perda, maka Naskah
Akademik, Penjelasan dan/atau Keterangan tersebut disertakan

dalam penyampaian usulan Prolegda kepada biro hukum.

Biro hukum Pemerintah Daerah Provinsi menginventarisir
usulan rancangan Perda dari SKPD yang akan disusun sebagai

Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.



7)

Dalam hal terdapat rancangan Perda yang tidak selesai dibahas
dalam Prolegda tahun sebelumnya, rancangan Perda tersebut
dapat masuk kembali dalam inventarisasi usulan Prolegda
di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dengan tetap

memperhatikan urgensinya.

Inventarisasi usulan Prolegda di lingkungan DPRD Provinsi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD Provinsi
dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang
khusus menangani bidang legislasi (Badan Pembentukan
Perda).

Pimpinan DPRD Provinsi mengirimkan surat permintaan
pengajuan usul Prolegda di lingkungan DPRD Provinsi kepada

anggota, komisi, gabungan komisi, dan Bapemperda.

Badan Legislasi Daerah DPRD menginventarisir masukan/
usulan Prolegda provinsi yang berasal dari fraksi, komisi dan/

atau anggota.

Anggota mengusulkan rancangan Perda dengan memerhatikan

aspirasi dari masyarakat konstituen masing-masing.

Pimpinan Bapemperda mengoordinir usulan rancangan Perda
di komisinya dengan memerhatikan skala prioritas dan aspirasi

masyarakat.

Anggota, Pimpinan komisi dan/atau gabungan komisi
menyampaikan usulan rancangan Perda yang akan dimasukkan
ke dalam Prolegda di lingkungan DPRD kepada pimpinan Badan
Legislasi Daerah DPRD Provinsi.

Usulan yang berasal dari fraksi, komisi dan/atau anggota
disampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi Daerah dalam

bentuk matriks usulan Prolegda di lingkungan DPRD Provinsi.
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b.

Seleksi Prioritas

Penyeleksian usulan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi:

1)

2)

3)

Penyusunan

Berdasarkan hasil inventarisasi usulan, biro hukum melakukan
seleksi substansi usulan rancangan Perda dengan mendasarkan

pada:
a) perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b)  rencana pembangunan daerah;

c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;

dan
d) aspirasi masyarakat daerah.

Penyeleksian substansi tersebut bertujuan untuk mendapatkan
rancangan Perda yang sesuai dengan sistem hukum nasional,
sinergis dengan prioritas pembangunan, dan memenuhi

kebutuhan masyarakat daerah.

Biro hukum dalam melakukan penyusunan Prolegda dapat
mengikutsertakan instansi vertikal terkait antara lain dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum dan instansi vertikal lainnya sesuai dengan :
a) kewenangan;

b) materi muatan; atau

c) kebutuhan dalam pengaturan.

Dalam rangka mendapatkan usulan rancangan Perda yang
sesuai dengan kriteria substantif, biro hukum melakukan analisa/
review usulan rancangan Perda. Analisa dilakukan untuk menilai
apakah rancangan Perda layak atau tidak layak masuk ke dalam

Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.



4)

9)

6)

Biro hukum menyelenggarakan rapat konsultasi penyusunan
Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dengan
mengundang SKPD, masyarakat/pemangku kepentingan, dan
dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait untuk melakukan
pemantapan daftar usulan Prolegda di lingkungan Pemerintah

Daerah Provinsi.

Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi disampaikan oleh biro hukum provinsi kepada Gubernur

melalui sekretaris daerah.

Gubernur menyampaikan usulan Prolegda prakarsa Pemerintah

Daerah Provinsi kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Penyeleksian usulan Prolegda di lingkungan DPRD Provinsi:

1)

2)

Berdasarkan hasil inventarisasi usulan, Balegda DPRD
melakukan seleksi substansi usulan rancangan Perda dengan

mendasarkan pada :
a) perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b)  rencana pembangunan daerah;

c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;

dan
d) aspirasi masyarakat daerah.

Penyeleksian substansi tersebut bertujuan untuk mendapatkan
rancangan Perda yang sesuai dengan system hukum nasional,
sinergis dengan prioritas pembangunan, dan memenuhi

kebutuhan masyarakat daerah.

Balegda DPRD Provinsi dalam menyusun Prolegda di lingkungan
DPRD Provinsi dapat mengundang pimpinan Komisi, pimpinan

Fraksi, anggota DPRD yang mengusulkan rancangan Perda dan
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3)

Penyusunan

dapat mengikutsertakan masyarakat/pemangku kepentingan
serta para pakar/ahli yang terkait untuk membahas Prolegda

Provinsi di lingkungan DPRD provinsi.

Berdasarkan hasil pembahasan, Balegda DPRD Provinsi
menetapkan Prolegda provinsi dari lingkungan DPRD Provinsi
untuk menjadi bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Provinsi.

Koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD

Provinsi

1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi dikoordinasikan
oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD
Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi

(Badan Legislasi Daerah DPRD).

2) Pembahasan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan
DPRD Provinsi dilakukan dalam rangka melakukan
harmonisasi, sinkronisasi dan penentuan prioritas
usulan Prolegda dari Pemerintah Daerah Provinsi

dan DPRD Provinsi dalam jangka waktu satu tahun.

3) Pembahasan untuk penyusunan Prolegda Provinsi

dilakukan dalam :

a) rapat kerja antara Badan Legislasi Daerah DPRD

Provinsi dan Biro Hukum;

b)  rapatpanitiakerja yang dibentuk oleh Badan Legislasi
Daerah DPRD Provinsi; dan/atau

c) rapat tim perumus/tim sinkronisasi yang dibentuk

oleh panitia kerja.



d. Penetapan

1)  Hasil koordinasi antara Badan Legislasi Daerah
DPRD Provinsidan Pemerintah Daerah Provinsi
yang telah disepakati selanjutnya disampaikan
pada rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan
sebagai Prolegda Provinsi dengan keputusan

DPRD.

2)  Penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap
tahun sebelum penetapan rancangan Perda

tentang APBD Provinsi.

Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka

Dalam Prolegda dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
a.  Akibat Putusan Mahkamah Agung; dan

b.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Ranperda di luar Prolegda

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan

Ranperda di luar Prolegda mencakup:

a.

untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana

alam;
akibat kerja sama dengan pihak lain; dan

Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional
atas suatu Ranperda yang dapat disetujui bersama oleh alat
kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan biro
hukum. (Pasal 38 UU No. 12 Tahun 2011)
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BAB Il
PENUTUP

A. SIMPULAN

1.

Perencanaan PUU yang baik bertujuan untuk memberikan gambaran
kebutuhan/skala prioritas pembentukan PUU; Memberikan gambaran
substansi/materi yang akan diatur dalam pembentukan PUU;
Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;

Memberikan acuan waktu dan sumber daya.

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan
program pembentukan Peraturan Perundang-undangan disusun

secara terencana, terpadu, dan sistematis.

B. SARAN

1.

Dalam pembelajaran perencanaan legislasi, peserta didik diharapkan
telah mendapatkan pengajaran materi dasar-dasar ilmu perundang-

undangan terlebih dahulu.

Untuk mempermudah memahami pembelajaran perencanaan legislasi

sebaiknya dilakukan simulasi.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
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atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penyusunan







LAMPIRAN

PERENCANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lardasan Hukum PUL
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PERENCANAAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG (PROLEGNAS)

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-
undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis

pemyusunan Prolegnas merupakan

usaha yang sengaja dilakukan
untuk menyusun skala prioritas
pembentukan undang-undang
bagi pemenuhan kebutuhan
hukum masyarakat dan
kepentingan negara.

penyusunan Pralegnas dilak
ukan secara terkoordinasi,
baik di internal lingkungan
Pemerintah dan DPR
maupun antara Pemerintah
dan DPR

© Sistematis

pant
...... PRRPETY L

penyusunan Prolegnas dilak
ukan dengan parameter dan
metode tertentu
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Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka
mewujudkan sistem hukum nasional. (Pasal 17 UL No 12 Tahun 2011)

Prolegnas ditetapkan unfuk jangka mensngah dan tahunan berdasarkan skala priontas
pembentukan Rancangan Undang-Undang.

m Penyusunan dan penstapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa

keanggetaan DOPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,

Prolegnas jangka menengah dapat dlevaluasi sefisp akhir tahun bersamaan dengan
penyusunen  dan penetapan Prolegnas priodtas tehunan,

Fenyusamn  don penctapan  Prolegras  pricnitas lehumen  sebegel  pekksansan  Prolegres
jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelem penctapan Rancangan Undang-Undang tertang
Anggaran Pendapatan dan Belarg Negara.
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Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif

terbuka yang terdiri atas:
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Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD" dan Pemerintah

Pemerintah

ator dalam Penyusunan

Badan Legislasi gelaku koordinator penyusunan Frolegnas di
lingkungan DPR

Selain itu, Baleg jupa bertugas jupa selaku koordinator penyusunan
Prolegnas

dang selaku koordinator penyusunzn



“Femerntah, DFR dan OFD terdebih dahulu melakukan penyusunan
Prolegnes dilingkungan masing-masing.

Rapat Kera (tnlateral) yang dihadin Menten Hukum dan HAM

+ Baleg DR selaku koordinator Penyusunan Prolegnas mengadakan
(Pemerintah), dan Panitia ncang Undang-Undang (DPD).

+ Hasil Rapat Kena dan Rapat Fanja kemudian menghasikan daftar
Prolegnas Prioritas dan Prolegnas Jangka Menengah.

v
g

* Pralegnas kemudian diputuskan dalam Rapat Panpurna OFR, dan
ditetapkan dalam Keputusan DFR

«
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Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden
dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas

mencakup:

Untuk menga
tasi keadaan
luar biasa, ke
adzan konflik,
atau bencana
alam.

Parsal 23 ayat (2) UL Mo 12 Takun 2011
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Keadaan tereniu
Finfya yang me
mastikan adanya
urgensi nasional
atas suatu RUL
yang dapal disetu
Jui bersama aleh
Baleg DFR dan
Menkumham

Dalam hal RUU di luar Prolegnas diusulkan
oleh Pemenntah, permyusunan RUL
dilakukan setelah mendapatkan lzin
Prakarsa dari Presiden.

Kelerangan:

Izin Prakersa dapal dipercleh seletah Pemrakarsa
mengajukan permchonan ke Presiden atad berdasaran
perintah/arahan kengsung Presiden dalam Rapal Sidang
Kabinet



PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN
PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN

Pengertian: “Program Penyusunan Peraturan Pemerintah yang selanjutriya disebut Progsun PP
adalah instrumen perencanaan pragram pembentukan Peraturan Femerintah yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis”

* Program Penyusunan Peraturan Fresiden yang selanutnya disebut Progsun Perpres adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Fresiden yang disusun secara terencana
terpadu, dan sistematis.”

Maksud: Menetapkan skala prioritas penyusunan RPP dan RPerpres

Tujuan Memastikan agar peraluran pelaksanaan yang didelegasikan dari Undang-

Undang dapat tersusun sehingga pelaksanaan Undang-Undang tersetut dapat
berjalan efektif

Penyusunan
Perencanaan Legislasi




Cidasarkan atas UU No. 12 Tahun 2011 jo. Perpres No. 87 Tahun 2014

Perencanaan penyusunan PPFerpres dilakukan dalam suatu program penyusunan
PP/Perpres (Pasal 24 dan 30 UL Mo, 12 Tahun 2011),

D \\ Perencanaan penyusunan PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh
| \> menter yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, (Fasal 26 ayat (1)
g

LU MNo. 12 Tahun 2011}

Ketertuan mengenailala cara perencanaan program penyusunan PP berlaku secara mutalis
mutandis terhadap perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden. (Pasal 31 UU Mo, 12
Tahun 20711 dan Pasal 31 Perpres No. B7 Tahun 2014).

Calam penyusunan Progsun PP dan Perpres, Menter Hukum dan HAM metakukan penyiapan
penyusunan Progsun B dan Perpres dengan didasarkan pada hasll inventarisasi pendelegasian LU,
{Pasal 2T Perpres No, 37 Tahun 2014}

Fazal 37 Perpres Mo, 87 Tabun Jnd

1] Kenler s mylapkan persncEnamn prOgrmm pemy P P
i il Paraluran Pararintah tsbagaimana dinskood pada syl (1] memual
daflar juckd dan pokok mated maslan R i Prae bt P i yng & das ek i

invenlarisasi pendelegasian Undang-Lindang
Pagal 31 Pampres Mo, 57 Tatun 104

K genal late cara g PrOgran gy P B g dimakrud
calmm Patal 27 1Myl dengen Fassl 30 Earkaku pecers miiaia mulends teihadap o ¥
pempusUnen Farehuren Prasiden
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Perencanaan penyusunan PP dan Perpres dikoordinasikan oleh menlen yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukem. (Pasal 26 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011)
Pengusulan RPP dan RPerpres berazal darn kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementenan sesuai

dengan bidang ugasnya. (Pasal 27 UU Na. 12 Tahun 2011)

Lem £l

Nenkementerian
&

Kementerian
Negara

T.

Lembaga selain Kemanierian dan LPMK dapal melakumn pangusulan
RPP/RPerpres dergan berkoordinasi kepada Kementerian/LPNK yarg

Reriall dengan unusan yang akan datur,

Canboh:

Mﬁhﬂﬂwmﬂm-ﬁ Kementerian Dalam Neger

Badan Farirdungan K

nasioral - Kementert

Faraagangan

4 Eamerminan a01nn porsegkol pemarimsh yong merbkdengl
unsean etk dalam peTenniahan
[Pl UL Mo 30 Tebun 2008)
o AN A SR M (B30 SR SRR FenEnienan
Megan. (Fasal 1 Perpes Mo F Tabun 201585
Crgeeisns Kamanes on Hegam)
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Progus PP dan Parpres
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Pasal 1F Perpres 57 Tahun 2009
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Drzlam keadaan teftentu, Kementenan atau LPMK dapat mengajukan
RPP/RPerpres di luar perencanaan penyusunan PR/Perpres:

a Berdasarkan kebutuhan b Unfuk menindaklanjuti Putusan
Undang-Undang Mahkamah Agung

Penyusunan RPP/RPerpres di luar penyusunzan PRPerpres dilakukan
satelah mendapatkan Izin Prakarsa dari Presiden.

Kelerangan:
Izin Prakarsa dapat diperoleh setelah Pemrakarsa mengajukan permohbonan ke Presiden atau
berdasarkan perintahfarahan langsung Presiden dalam Rapat Sidang Kabinet

Pagal 28 UL No. 12 Tahun 2011
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Perencanaan Penyusunan Perda

(Prolegda)
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Permsndagn o, 1 Tahsn 1015

LA P 73 Tahum 2914 tontang .

U Mo, 12 Takam 2811 3 il M i sl g aamana ietah diubals dengan
PSR D, PFurmendagii Mo, 120 Tahun 2018
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“Penyumman Prolegda tidak sekedar menjadi dafiar
keinginan prmb-mluk:ln Feraturan Daerah dari pemeriniah
daerahdan DPRD, akan retapi harus siner gis dengan
sistem hukum nasonal, rencue pembangunan dacrah, dan

merupakan solusi atas kebutuhan kom masyacakat®

Memberikan gambaren ewel substeslimsten yang
akan destur calam pembantuksn Feada

Sinkronisas! penganggaran pembenisken Ferd
& i Dstrah sesusl dengan pricetes yang tolay
ditetnplan dalen penlegds
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01 Inventarisasi Usulan

|
It arisasi usulan ranperds
di ingkungan Pemerintah dasrah

4 Hepala caerah memerintakan kepada pimpinan
salumn e perangkad daerah (SKPD) menyusun
Program Legisiasi Dagrah di linghungan
pamerintab caerah

% Bire ukuméBag hukum pemenntah dasrah
mangpulinr inseniansas) usulan Program
Legisiasi Daarah dari SKPD unbul disusun dalam
rancangan cafar skala prionitas program
Pembeniukan Perda g Enghungan pemesrah
daarah.

Penyusunan
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Fimginan DPRD Provins meminta pengajuan
usul Program Legisiasi Deerah kepada anggota,
komisi, fraksi.

Balegda OPRD mengoardinir imentansasi
masukaniusuian Frogram Lagislasi Dasrah
Fromvings yary barasal dan fraks, komisi anggota
candatau masyarakat dan disusun dalam
rancangan daftar shala proritas program
Pembeniukan Perda provin.



02 Seleksi Penentuan Prioritas

Bie hukum/Bag HukunyBadan Legislasi Daerah
DPRD {Badan Pembantukan Parda) melakukan
seleksi mncangan peraturan daerah dengan
mendasarkan pada kriteria substantit dan kriteria
teknis.

Kriteria Substantil

Swlekal berdasarkan kiterie subylandl baiujuen
unluk ¥ rancangan p daerah
yang sesual dengan sisbem huicums nasional,
armrgis dengan priodas pambangunan, dan
messanhi Kebeiuhan masymakal dassah,

Ranpsida yang maiul aslas Proksgda hess disslenalian
dalemn wakiy satu isbun, olehkarena Eu haus
dipriorilasiumn yang memild wpers| dan siapimencesal
urduk diinsaalcan dalar bk Badalan setingga tidak
marjadi Beban luncuran unle tahun salanjulnya
Megingat adanya balesan untuk Ranperds luncuran.

Pazal 15 ayat¥] MWM 128 Tahun 418

i 7 i dengan Pesds
gy clfiafip ki setian bl cimgpan pimim bk palig
banyak 2O% ki pulah fime pevaan) davd L
FRACADEET Perda pang diwlapian pads fanue selefumeya”

Kritarin Substantil

Penyusunan daflar rancangan ‘ ,'

peraturan caerah didasarkan atas -
Perintah Peraturan Panundang-
undangan |ekih linggi

FRencana pembangunan dasrah
Penyclonggaramn ohonom
dasrah dan tugas pembantusn

can

Aspirasi masyarakat daerah

Kriteria Prioritas Ranperda ke Tekns |
dalam Prolegda

8. Penjelasan atau keberangan
danatau raskah akadenmi
idalam hal penjelasan alau
kelarangan dan'atau Ma belm
disisumn, seticakya leksh
lersecia hasil
peneltianiperghapan yang
margadl dasar argumentasi
pentingnya Ranperda), dan

. Konsepsi ewal Rancmngan
Parda
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03 Koordinasi antara DPRD dan Pemda

Fembahasan untuk penyusunan Prolegda dilakukan dalam
@ @ l:l rapat kerja antara Baleg DPRD dan Kepala Dacrah;
Q rapat dengar pandapat umum gebagai sarana panyakar

luasan usulan prolegda untuk memeerikan infermasi
) danfatau mamparcleh masukan dar masyarakat, para
¥ Penyusunan Program Legisiasi Dasrah antara pemerintah pakar danfatau pemangku kepentingan terkait

dgaerah dan DPRD dkoordrasikan sleh DFRD metaki
alot hnlengrapan DFAD yang Kvseus menangan bidang O rapat panitia kerja yang dibentuk oleh Baleg DPRD; dan

legiskasi. fatau
O rapat tim parumus/tim sinkronigasi yang dibertukoleh
¥ Pembahasan artara pemerinkah dagrah dan DPRD panitia kerja.

dilakukan dalam ranga melaloukan hamonisasi dan
sirkronisas| usulan Pregram Legisias Daerah dari
pemeniniah daerah dan DPRD unbuk kenadian menjad
usulan priceitas Program Legistasi Daermh dalam jangka
walkiu sabu fahun.

04 Penetapan Prolegda

D FProfegda ditetapkan untuk jangka wakbi 1
{satu) tahun berdasarkan skala pricritas
pembentukanrancangan Perda

U Pemyusunzn fen pengtapan Froelegda
dilakukan setiap tahun sakelum panetapan
rencengan peraiuran daerah tentang APBD.

J  Haasil penyusuran Prolegda antara CPRD
dan Pemenntah Deerah disepakati menjed|
Frolegda dan ditetapkan dalam rapat
paripurna CPRD,
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Penyebarluasan Prolegnas serta Prolegda

Terima Kasih

Penyebarluasan Prolegnas RUU dilakukan cleh
DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan cleh
alat kelengkapan DPR yang khusus menangani

bidang legislasi
{Parsald 88 UL No. 12 Tahun 2011)

Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama cleh
DPRD dan pemerintah daerah yang  dikoordinasi
kan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus
menangani bidang legislaszi

(Pasal 92 U0 Mg 12 Tahun 2011)

Penyebarluasan bertujuan untuk dapat memberikan
informasi dan‘atau memperoleh masukan dani sy arakat
dan pemangku kepentingan
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Teknis Substantif Bidang Perencanaan Legislasi
Pusat Perencanaan Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan program
pembentukan Peraturan Perundang-undangan disusun secara terencana, terpadu,

dan sistematis.

Perencanaan PUU yang baik bertujuan untuk memberikan gambaran
kebutuhan/skala - prioritas- -~ pembentukan  PUU; Memberikan @ gambaran
substansi/materi. yang akan diatur dalam pembentukan PUU; Meningkatkan
efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan; Memberikan acuan waktu dan

sumber-daya.

ISBN 978-623-6869-85-7

786236 " 869857
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